LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan
NOMOR 4 TAHUN 2011 SERI E Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
e —— telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
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PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
NOMOR 4 TAHUN 2011 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

TENTANG kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

SISTEM KESEHATAN KOTA CIREBON Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

WALIKOTA CIREBON, tentang Wabah dan Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
manusia dan salah satu unsur kesejahteraan Lembaran Negara Republik Indonesia
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- Nomor 3273):

cita bangsa Indonesia;

b. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan
untuk mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya  bagi  pengembangan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia
dan sebagai modal bagi pelaksanaan

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

pembangunan daerah yang pada hakikatnya Nomor 3796);
adalah pembangunan masyarakat kota 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
seutuhnya; tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu diatur Sistem Kesehatan Kota
Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon;
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4438);

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
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16.

17.

18.
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3520);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
1998 tentang Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3781);

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044 );

Peraturan Menteri Kesehatan = Nomor
920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang
Medis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
339/Menkes/PER/V/1989 tentang Pekerjaan
Tukang Gigi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1419/Menkes/PER/X/2005 tentang
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter
Gigi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan;
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/Menkes/PER/VI11//2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan
Rumah Sakit;

Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor
HK.02.02/Menkes/095/1/2010 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang lzin
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/Menkes/Per/111/2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1239/MENKES/SK/IV/2001 tentang
Registrasi dan Praktek Perawat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1363/MENKES/SK/XI11/2001 tentang
Registrasi dan ljin Praktek Fisioterapis;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
04/MENKES/SK/I/2002 tentang
Laboratorium Kesehatan Swasta;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
544/MENKES/SK/V11/2002 tentang
Registrasi dan ljin Kerja Refraksionis
Optisien;

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
900/MENKES/SK/VII/2002 tentang
Registrasi dan Praktek Bidan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1331/MENKES/SK/X/2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 16/Kab./B.VII/1972 tentang
Pedagang Eceran Obat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1332/MENKES/SK/X/2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian 1zin Apotik;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/MENKES/SK/VIII/2002 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisonal;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1424/MENKES/SK/X1/2002 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi
dan I1zin Kerja Asisten Apoteker;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman
Teknis Pembagian Urusan Bidang
Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
374/Menkes/SK/V/2009 tentang  Sistem
Kesehatan Nasional,
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45,

46.

47.

48.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
857/Menkes/SK/1X/2009 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia
Kesehatan di Puskesmas;

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembuatan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9
Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas-Dinas Daerah pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);

10

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
KESEHATAN KOTA CIREBON.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasall
1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di
lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana,
pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan
pengendalian SKPD dalam  melaksanakan  urusan
pemerintahan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah
Kota Cirebon.

Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di
Kota Cirebon.

Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya
kesehatan non pemerintah di Kota Cirebon.
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